KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-37/PJ/2013

TENTANG

TATA CARA PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

Menimbang

Mengingat

MELALUI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

bahwa untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang
pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara
Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang
Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto

Tertentu Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM);

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 350,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4893);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau
Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 no 106,
Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia 5424);



Menetapkan :

-0-

4. Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162,
Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia 5268);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang
Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau
Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang
Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran
Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Penentuan Tanggal
Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan
Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran
dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan
Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang
Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
37/PMK.05/2007;

8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-148/PJ/2007
tentang Pelaksanaan Modul Penerimaan Negara;

9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui
Modul Penerimaan Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan

Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2012;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA
PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI
USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG
MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU MELALUI ANJUNGAN
TUNAI MANDIRI (ATM)
Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto
tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak

yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
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Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan
kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan
bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau
Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Bank Persepsi atas transaksi
penerimaan Negara dengan teraan NTPN dan NTB.

Modul Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat MPN adalah
modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari
penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan
dengan penerimaan Negara dan merupakan bagian dari Sistem
Penerimaan dan Anggaran Negara.

ATM adalah Anjungan Tunai Mandiri.

Pasal 2

Wajib Pajak dapat melakukan penyetoran Pajak Penghasilan melalui

ATM pada Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 3
Penyetoran Pajak Penghasilan melalui ATM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan memasukkan NPWP,
Masa Pajak dan jumlah nominal Pajak Penghasilan yang akan
dibayar.
Atas penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib
Pajak menerima BPN dalam bentuk cetakan struk ATM.
Dalam hal terdapat kendala pada mesin ATM sehingga BPN
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat tercetak atau
tercetak namun tidak dapat dibaca, Wajib Pajak dapat meminta
cetak ulang BPN di kantor cabang Bank Persepsi terdekat.
Prosedur cetak ulang BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disesuaikan dengan prosedur pada Bank Persepsi yang

bersangkutan.

Pasal 4
BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, termasuk cetakan
ulang dan salinannya, merupakan sarana administrasi lain yang

kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak dalam
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rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

(2) Apabila terdapat perbedaan antara data pembayaran yang tertera
dalam BPN dengan data pembayaran menurut MPN, maka yang
dianggap sah adalah data pembayaran menurut MPN.

(3) BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setidak-tidaknya
mencantumkan elemen-elemen sebagai berikut:

a. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN);

b. Nomor Transaksi Bank (NTB);

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. Nama Wajib Pajak;

e. Kode Akun Pajak;

f. Kode Jenis Setoran;

g. Masa Pajak;

h. Tahun Pajak;

[

Tanggal transaksi; dan

j. Jumlah nominal pembayaran.

Pasal 5
Penyetoran Pajak Penghasilan melalui ATM sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 diadministrasikan sebagai penerimaan Negara dengan
Kode Akun Pajak 411128 (PPh Final) dan Kode Jenis Setoran 420 (PPh
Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau

Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu).

Pasal 6
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2013
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1.b:
BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

